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	ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar operasional prosedur administrasi keuangan bendahara pengeluaran pembantu pejabat pembuat komitmen pengawasan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implementasi Standar Operasional Prosedur di Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pelaksanaannya telah berjalan baik sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Pengimplementasi standar operasional prosedur juga diikuti dengan baik oleh konsultan proyek (2) Apabila berkas atau dokumen penagihan dari konsultan proyek tidak lengkap akan dikembalikan ke konsultan proyek sehingga berkas tersebut lengkap sesuai dengan standar operasional prosedur (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada konsultan proyek untuk mengawasi dalam pengendalian proyek baik dalam segi kualitas, kuantitas, dan biaya (4) Apabila berkas atau dokumen penagihan tidak lengkap. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar tidak dapat mencairkan atau memproses.
ABSTRACT 
This research aims to determine the implementation of standard operational procedures for the financial administration of the treasurer's expenditure on assistant officials who make supervisory commitments. The data analysis method used is qualitative analysis. The results of the research show that: (1) Implementation of Standard Operational Procedures at the Bengkulu Province National Road Planning and Supervision Work Unit Office in the Treasurer Sector, Expenditures of Assistant Commitment Making Officials, the implementation has gone well in accordance with standard operational procedures set by the Ministry of PUPR. Implementation of standard operational procedures is also followed properly by the project consultant (2) If the files or billing documents from the project consultant are incomplete, they will be returned to the project consultant so that the files are complete in accordance with standard operational procedures (3) The Commitment Making Officer Supervision assigns tasks and the responsibility of the project consultant to supervise project control in terms of quality, quantity and costs (4) If the billing files or documents are incomplete. The Official Signing the Payment Order cannot disburse or process it.
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PENDAHULUAN
Menciptakan suatu organisasi yang efektif dan efisien memang tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, perlu ada komitmen dan kerja keras dalam membangun suatu organisasi. Hal ini dikarenakan dalam lembaga pemerintah didalamnya terdapat banyak kepentingan yang berbeda, budaya serta perilaku setiap individu berbeda-beda.
Standar Operasional Prosedur (SOP) didefenisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional sesuai prosedur yang telah dibuat dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara benar, tepat dan konsisten untuk menghasilkan produk dan jasa sesuai standar yang telah ditetapkan oleh instansi masing-masing (Fitri Chintia, 2022).
Keberhasilan organisasi tergantung pada bagaimana kemampuan pimpinan dalam menghubungkan antara kebutuhan pribadi pegawai dan kebutuhan organisasi secara menyeluruh karena organisasi merupakan sebuah kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi dimana masing-masing pegawai mempunyai peranan yang telah ditetapkan secara formal yang tertuang dalam deskripsi pekerjaan. Organisasi menciptakan aturan main, kebijakan dan hirarki hubungan untuk mencapai tujuan yang disebut dengan struktur.
Satker P2JN Provinsi Bengkulu bermitra pada konsultan proyek. Terjalin hubungan kemitraan Satker P2JN Provinsi Bengkulu dengan konsultan berawal dari konsultan proyek menandatangani suatu perjanjian kontrak yang telah disetujui oleh Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen. Kegiatan atau pekerjaan yang tidak berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di Satker P2JN Provinsi Bengkulu, yang dimana apabila ada salah satu administrasi dari konsultan-konsultan proyek yang terkait belum memenuhi berkas-berkas atau dokumen administrasi yang seharusnya dilampirkan, dapat menghambat pekerjaan pegawai untuk mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Terlebih lagi apabila konsultan proyek ini tidak menjalankan tugasnya berdasarkan kontrak yang telah disetujui dapat menurunkan intergritas prestasi dari Satker P2JN, dan hal tersebut dapat merugikan intergritas prestasi yang dinilai tidak baik oleh Kementerian PUPR Pusat.
Berdasarkan dari observasi awal yang dilakukan di Satker P2JN Provinsi Bengkulu, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan bagi pegawai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK Pengawasan dalam pelaksanaan standar operasional prosedur, dikarenakan pekerjaan Satker P2JN Provinsi Bengkulu yang bermitra pada konsultan proyek, apabila pekerja konsultan proyek tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada SOP yang ditetapkan dapat menghambat pekerjaan pegawai khususnya Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK karena administrasi konsultan proyek belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Satker P2JN Provinsi Bengkulu PPK Pengawasan. Menariknya penelitian ini karena akan menganalisis Implementasi Standar Operasional Prosedur di Kantor Satker P2JN Provinsi Bengkulu Pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep terkait Kebijakan Publik.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi Standar Opereasional Prosedur Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK Pengawasan di Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu”.
Penelitian ini difokuskan terhadap Implementasi SOP di Kantor Satker P2JN Provinsi Bengkulu dan SOP tersebut peneliti hanya memfokus pada administrasi keuangan di Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK Pengawasan pada  konsultan proyek.
Melihat dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan 2 (dua) masalah dalam penelitian yang diteliti yaitu:  Bagaimana implementasi standar operasional prosedur administrasi keuangan bendahara pengeluaran pembantu pejabat pembuat komitmen pengawasan pada konsultan proyek dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar operasional prosedur administrasi keuangan bendahara pengeluaran pembantu pejabat pembuat komitmen pengawasan pada konsultan proyek.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi standar operasional prosedur administrasi keuangan bendahara pengeluaran pembantu pejabat pembuat komitmen pengawasan pada konsultan proyek dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar operasional prosedur administrasi keuangan bendahara pengeluaran pembantu pejabat pembuat komitmen pengawasan pada konsultan proyek.
LANDASAN TEORI
Menurut (R. Nugroho, 2008:525) tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implemetasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Menurut (Ekotama, 2011) tujuan standar operasional prosedur adalah menyederhanakan pekerjaan supaya hanya berfokus pada intina, tetapi cepat dan tepat. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu (Peraturan Kemenkeu, 2013).


METODE PENELITIAN
Metode Analisis 
Penelitian akan dilakukan untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi atau fakta temuan yang terjadi dilapangan dengan menganalisis lebih dalam tentang Implementasi Standar Operasional Prosedur di Kantor Satker P2JN Provinsi Bengkulu, (Studi Kasus Pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK Pengawasan). Untuk itu dalam mencari informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
 Menurut Miles dan Huberman (Dalam U. Silalahi, 2012) data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing peneliti untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut dapat membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu yang beralamatkan Jalan. Ir. Rustandi Sugianto KM. 12+225 Pulau Baai Bengkulu. Adapun waktu penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023 – 27 November 2023.
Informan pada penelitian ini adalah 5 (Lima) orang yang terdiri dari atas Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu itu sendiri dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar, informan utamanya adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan. Dan informan tambahan adalah Konsultan proyek bagian administrasi keuangannya.
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.Wawancara 
Peneliti melakukan proses wawancara dengan bendahara pengeluaran pembantu, pejabat penandatangan surat perintah membayar, ppk pengawasan, dan konsultan proyek itu sendiri. Peneliti mencatat semua jawaban sebagimana adanya dilapangan.
[bookmark: _GoBack]b.Observasi 
Observasi dilakukan bertujuan untuk melihat secara langsung kegiatan yang ada di Kantor Satker P2JN Provinsi Bengkulu berdasarkan pada Implementasi Standar Operasional Prosedur dibagian Administrasi Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK Pengawasan. Melihat keadaan situasi, lingkungan, dan masalah yang sedang terjadi di lapangan.
c.Dokumentasi
Dokumentasi ini dilakukan untuk mengabadikan gambar-gambar kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan di Kantor Satker P2JN Provinsi Bengkulu berlangsung. Dan dokumentasi ini dapat mendukung dan memperkuat penelitian yang telah diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan 
Berdasarkan dari analisis yang telah dirumuskan dari tinjauan teori dan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi standar operasional prosedur di Kantor Satker P2JN Provinsi Bengkulu, (studi kasus pada bidang bendahara pengeluaran pembantu PPK pengawasan). Kesimpulan pada hasil wawancara peneliti tentang Implementasi Standar Operasional Prosedur Di Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmet Pengawasan terhadap aspek-aspek yang dikaji yaitu :
1.Implementasi Strategi
Untuk memudahkan implementasi, pihak Satker P2JN Provinsi Bengkulu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan. Satker P2JN Provinsi Bengkulu itu sendiri bermitra pada konsultan proyek, yang dimana konsultan proyek ini membantu pekerjaan kami baik dalam bidang teknis dan bidang administrasi keuangan.
Karena, Satker P2JN Provinsi Bengkulu ini bermitra pada konsultan proyek sehingga konsultan proyek itu sendiri juga mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Apabila konsultan proyek tidak mengikuti SOP tersebut, menghambat pekerjaan dari bendahara pengeluaran pembantu yang seharusnya dapat diselesaikan tepat waktu, karena batas tenggang kontrak proyek yang telah disepakati dan dengan tidak terlaksana sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati tersebut dapat menurunkan integritas kantor Satker P2JN Provinsi Bengkulu.
2. Pengorganisasian
Dalam pembagian pekerjaan ada dua bagian pekerjaan masing-masing konsultan proyek yaitu dibidang teknis yaitu pegawai yang dibagian teknis berada dilapangan untuk melihat proses pekerjaan konsultan proyek yang ada dilapangan. Sedangkan di bidang administrasi keuangan yaitu pegawai yang dibagian keuangan melaksanakan tugas dikantor, yang sebagaimana sesuai dengan standar operasional prosedur dari kementerian PUPR itu sendiri, konsultan proyek dibagian administrasi ini melaksanakan standar operasiol prosedur. 
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memeriksa berkas yang telah diajukan oleh konsultan proyek untuk pencairan uang, apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke konsultan proyek sehingga berkas tersebut lengkap sesuai dengan standar operasional prosedur. Jika semua berkas yang dibuat oleh konsultan proyek telah diperbaiki dan semua berkas sudah lengkap, maka konsultan proyek harus mengajukan kembali ke bendahara pengeluaran pembantu untuk diperiksa kembali
3. Penggerakan dan Kepemimpinan
Selaku pemimpin yang menjabati posisi PPK Pengawasan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada konsultan proyek untuk mengawasi dalam pengendalian proyek baik dalam segi kualitas, kuantitas, dan biaya.
Adapun dalam suatu proyek itu pasti ada suatu hambatan dalam penyelesaian segala proses kegiatan pekerjaan, salah satu nya yaitu menyelesaikan laporan bulanan dalam hal ini cara pihak konsultan menegosiasikannya dengan cara membicarakan kekurangan laporan tersebut secara baik dan terperinci kepada pihak PPK Pengawasan dan tentunya di imbangi dengan surat perjanjian batas akhir penyerahan laporan bulanan tersebut agar penagihan invoice bisa berlanjut.
4. Pengendalian
Desain pengendalian implementasi standar operasional prosedur bendahara pengeluaran pembantu untuk tagihan pembayaran yaitu kelengkapan invoice, berita acara pemeriksaan laporan, berita acara penyelesaian pekerjaan, daftar hadir dari konsultan proyek, dan backup data sesuai dengan penarikan. Back up data sesuai dengan penarikan berupa Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pengajuan tagihan konsultan proyek itu sendiri, dan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran pembantu PPK Pengawasan.
Apabila berkas-berkas yang belum dilengkapi tersebut belum lengkap, konsultan proyek tidak dapat melanjutkan berkas tersebut kepada pejabat penandatangan perintah membayar, yang dimana pejabat penandatangan perintah membayar itu sendiri memiliki hak untuk mencairkan uang tagihan konsultan proyek tersebut
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian “Implementasi Standar Operasional Prosedur di Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen”. Hasil dari analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yakni:
1.	Implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Pada Konsultan Proyek
Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Ryant Nugroho, peneliti menggunakan teori ini karena masalah penelitian yang dibahas tentang implementasi standar operasional prosedur yang berkaitan dengan manajemen keuangan.
Implementasi Standar Operasional Prosedur di Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen telah mengikuti segala kegiatan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Standar operasional prosedur yang dilihat oleh peneliti adalah di sub pembayaran prestasi pekerjaan, yang dimana prosedurnya dengan melengkapi:
•	Invoice
•	Berita acara pemeriksaan laporan
•	Berita acara penyelesaian pekerjaan
•	Daftar hadir
•	Dan back up data sesuai dengan penarikan.
Apabila konsultan proyek tersebut tidak melaksanakan sesuai standar operasional, keterlambatan pengumpulan berkas atau dokumen menghambat pekerjaan bendahara pengeluaran pembantu ataupun pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk ketahap selanjutnya yaitu memproses tagihan dari konsultan tersebut. Keterlambatan konsultan proyek dalam mengumpulkan laporan bulanan tersebut berdampak pada karyawan konsultan proyek dalam menerima gaji karena hasil dari pencairan uang tersebut salah satunya untuk menggaji karyawan konsultan proyek yang telah melaksanakan pekerjaan dilapangan ataupun dikantor. Dan dampak resiko yang diterima oleh konsultan proyek adalah hanya menerima setengah gaji dari gaji yang biasanya diterima disetiap bulannya.
2.	Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Operasional Prosedur Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan di Kantor Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu.
Penelitian ini menggunakan aspek penelitian yang bererabolasi dari teori (R. Nugroho, 2008), yang mencakup  dari empat aspek yaitu :
a)	Implementasi Strategi
b)	Pengorganisasian 
c)	Penggerakan dan Kepemimpin
d)	Pengendalian
A.	Implementasi Strategi
Menurut (Hariadi, 2005) implementasi dianggap tahap yang paling sulit mengingat karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin terkadang tidak sesuai dengan perkiraan diawal. Hariadi pun menerjemahkan implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan tersebut dijalankan melalui pembangunan struktur dan prosedur pelaksanaan. Implementasi standar operasional prosedur di Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan dijalankan melalui prosedur untuk memudahkan implementasi agar dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi standar operasional prosedur bendahara pengeluaran pembantu pejabat pembuat komitmen pengawasan di kantor Satker P2JN Provinsi Bengukulu. Adapun sub aspek dari aspek ini adalah :
•	Menggunakan Prosedur Untuk Memudahkan Implementasi
Dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti kepada informan bahwa Implementasi Standar Operasional Prosedur di Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR itu sendiri. Pengimplementasi standar operasional prosedur juga diikuti dengan baik oleh konsultan proyek.
B.	Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Menurut (Winardi, 2003), mendefinisikan pengorganisasian sebagai tindakan dan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga pegawai atau karyawan tersebut dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. . Adapun sub aspek dari aspek ini adalah :
•	Pembagian Pekerjaan dan Desain Pekerjaan
Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada informan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) memeriksa berkas yang telah diajukan oleh konsultan proyek untuk penagihan pembayaran prestasi pekerjaan, apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke konsultan proyek sehingga berkas tersebut lengkap sesuai dengan standar operasional prosedur.
•	Hak dan Kewajiban
Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada informan bahwa hak dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada konsultan proyek yang mengajukan tagihan pembayaran adalah sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu berhak memeriksa kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi berkas berupa invoice, berita acara pemeriksaan laporan, berita acara penyelesaian pekerjaan, daftar hadir, dan back up data sesuai dengan penarikan, berkas-berkas tersebut merupakan standar operasional prosedur untuk hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan surat perintah membayar. bendahara pengeluaran pembantu berkewajiban membuat kuitansi berita acara penyelesaian untuk mengajukan tagihan pembayaran. Setelah kuitansi dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), selanjutnya konsultan proyek administrasi keuangan tersebut dan semua berkas telah lengkap, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengarahkan konsultan proyek untuk melanjutkan berkas-berkas yang telah lengkap tersebut ke Pejabat Penandatangan Perintah Membayar (PPSPM) untuk menandatangi surat perintah membayar agar uang penagihan dari konsultan proyek tersebut dapat dicairkan atau di proses sesuai dengan tagihan yang telah ditentukan dalam kontrak proyek.
C.	Penggerakan dan Kepimpinan
Menurut (Syafaruddin, 2005) fungsi penggerakan dalam suatu organisasi adalah usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu fungsi dan tanggung jawab pekerjaannya sehingga dengan sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sub aspek dari aspek ini adalah :
•	Etika
Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada informan bahwa etika yang diberikan oleh pejabat pembuat komitmen kepada konsultan proyek adalah memberikan dukungan secara teknis dalam pengelolaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kepada konsultan proyek.
•	Negosiasi
Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada informan bahwa negoisasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan dan konsultan proyek yaitu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada konsultan proyek untuk mengawasi dalam pengendalian proyek baik dalam segi kualitas, kuantitas, dan biaya. Hal ini dalam penyelesaian laporan bulanan pihak konsultan belum selesai, sehingga konsultan proyek harus menyelesaikan laporan tersebut dan membuat surat perjanjian batas akhir penyerahan laporan bulanan agar penagihan invoice bisa berlanjut.
D. Pengendalian
Menurut (Sugiyanto, 2016) pengendalian mempunyai hubungan dengan Monev (Monitoring dan Evaluasi). Monitoring bertujuan untuk tujuan supervisi, yaitu untuk mengetahui apakah program organisasi ini berjalan sebagaimana yang direncanakan. Adapun sub aspek dari aspek ini adalah :
•	Desain Pengendalian
Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada informan bahwa desain pengendalian Implementasi Standar Operasional Prosedur Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk tagihan pembayaran yaitu kelengkapan invoice, berita acara pemeriksaan laporan, berita acara penyelesaian pekerjaan, daftar hadir dari konsultan proyek, dan backup data sesuai dengan penarikan
•	Pengendalian Anggaran/Keuangan
 Apabila berkas-berkas atau dokumen tersebut belum dilengkapi, konsultan proyek tidak dapat melanjutkan berkas tersebut kepada Pejabat Penandatangan Perintah Membayar (PPSPM), yang dimana Pejabat Penandatangan Perintah Membayar (PPSPM) itu sendiri memiliki hak untuk mencairkan uang tagihan konsultan proyek tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Standar Operasional Prosedur di Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni :
1.	Implementasi Standar Operasional Prosedur di Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Pada Bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR.
2.	Konsultan proyek yang belum melengkapai administrasi penagihan pembayaran tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) berhak menolak berkas-berkas atau dokumen yang telah diajukan oleh konsultan proyek untuk tagihan pembayaran. Apabila berkas-berkas tagihan tidak sampai kepada PPSPM, berarti uang tagihan dari konsultan proyek tidak dapat dicairkan atau tidak dapat diproses.

Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut :
1.Kantor Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu bermitra pada konsultan proyek. Karena bermitra pada konsultan proyek, khendaknya konsultan proyek dapat mengikuti standar operasional prosedur yang ada. Agar pekerjaan bendahara pengeluaran pembantu ppk pengawasan tidak terhambat, dan integritas Kantor Satker P2JN Provinsi Bengkulu tidak menurun.
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